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Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun, yang kerap terjadi adalah para
pihak mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian hutang piutang secara lisan membentuk suatu Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas objek yang dijadikan jaminan perjanjian hutang piutang lisan yang
bersangkutan, sebagaimanaterjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2288/K/PDT/2020. Permasalahan utama yang diangkat adalah terkait dengan kedudukan hukum perjanjian
hutang piutang lisan berdasarkan hukum pembuktian dan akibat penyelundupan hukum perjanjian hutang
piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
2288/K/PDT/2020. Guna menjawab permasal ahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal, dengan
metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian hutang piutang lisan in casu
terbukti dengan alat bukti persangkaan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR, yang ditarik dari
alat bukti saksi, dan tertulis seperti Akta PPIB dengan klausul hak membeli kembali dan laporan appraiser
atas objek sengketa yang menyatakan perbedaan nilai ril objek sengketa dengan harga yang diperjanjikan
dalam Akta PPJB dan telah dibayar lunas 2,5 (dua setengah) bulan sebelum pembuatan Akta PPJB.
Perjanjian hutang piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB yang memuat klausul hak
membeli kembali adalah suatu penyelundupan hukum karena telah memenuhi unsur penyelundupan hukum
dan telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Berangkat dari itu, Akta PPJB in casu harusnya batal demi hukum.

...... Debt agreements can be made either in an unwritten or written format. However, what often happensis
that parties that bind themselves into an unwritten debt agreement would then form a Sales and Purchase
Agreement Deed on the object used as a collateral in the previous unwritten debt agreement, as happened in
the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. The main issues raised are related to the legal
position of an unwritten debt agreement based on the law of evidence, and the consequences of legal evasion
in an unwritten debt agreement made as a preliminary agreement to a Sales and Purchase Agreement Deed
in the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. To provide answers for the issues above, a
doctrinal research method is used, with a qualitative analysis method. The results found that the unwritten
debt agreement in this case is proven by the judge’ s presumption as stipulated in Article 173 of the HIR, that
is drawn from witness evidence and written evidence, such as the Sales and Purchase Deed with the right to
repurchase clause, and the appraiser’ s report on the disputed object, which states the obvious difference
between the real value and the agreed value that had been fully paid 2,5 (two and a half) months prior to
making the Sales and Purchase Agreement Deed. The unwritten debt agreement made as a preliminary
agreement to the Sales and Purchase Agreement Deed containing the right to repurchase clause is aform of
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alegal evasion, because it has fulfilled the elements of legal evasion and has violated one of the objective
requirements for the validity of an agreement which isregulated in Article 1320 of the Civil Code.
Therefore, the Sales and Purchase Agreement Deed in this case should be null and void.



